
a. bahwa pemerintah daerah berkewajiban merealisasikan 
ketentuan yang termuat dalam peraturan pemerintah 
melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, 
hukum, dan administrasi yang berkaitan dengan 
pembentukan dan susunan perangkat daerah; 

b. bahwa dalam konteks terwujudnya pemerintah daerah 
yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, perlu 
adanya keseimbangan peran dan fungsi, integrasi rantai 
nilai, dan keseimbangan beban kerja unit kerja/ fungsi 
seimbang antara beban tugas dengan besaran struktur 
yang melaksanakan tugas terse but; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat 
(4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah, dan Pasal 66 Peraturan Presiden 
Nomor 78 Tahun 2021 tentang Sadan Riset dan 
Inovasi Nasional, perlu melakukan penyesuaian 
perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bangkalan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka 
perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

BUPATI BANG KALAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN 
NOMOR 5 TAHUN 2024 

TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 

BUPATIBANGKALAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 



Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur 
dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembetukan Pera tu ran Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang- 
undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- 
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6858); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6897); 

Kabupaten Daerah-Daerah Pembentukan 
ten tang 
Dal am 

1950 

Dasar Negara 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
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Mengingat 



Pen yelenggaraan 
Negara Republik 

Melaksanakan Fungsi Penunjang 
Urusan Pemerintahan (Berita 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 197]; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Sadan Layanan Umum Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6618); 

10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang 
Sadan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Perubahan Menteri Dalam Negeri 
dalam 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah 
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang 
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MEMUTUSKAN: 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANG KALAN 

dan 
BUPATI BANGKALAN 

untuk 
Republik 

Organisasi pada Instansi Pemerintah 
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 
tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur 
Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4350); 

21. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 ten tang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 
Nomor 1/D); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan 
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1539); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 
2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan 
Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162); 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 
tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan 
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 412); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja 
Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
970); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 
Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur 
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10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang 
selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD, adalah 
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Bangkalan. 

11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten 
Bangkalan. 

12. Dinas adalah Dinas Daerah Ka bu paten Bangkalan. 
13. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Bangkalan. 

Daerah Kabupaten Bangkalan. 
6. Perangkat Dae rah adalah Perangkat Dae rah 

Kabupaten Bangkalan. 
7. Sekretaria t Daerah adalah Sekretaria t Daer ah 

Kabupaten Bangkalan. 
8. Sekretaris Dae rah adalah Sekretaris Dae rah 

Kabupaten Bangkalan. 
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang 

selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD, adalah 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Bangkalan. 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan. 
2. Pemerin tah Daerah adalah Pemerin tah Daerah 

Kabupaten Bangkalan. 
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangkalan. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 

di singkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Pasal 1 

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 3 angka yaitu angka 16, 17 
dan 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/0), diubah sebagai 
berikut: 

Pasall 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG 
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. 
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Menetapkan 



Permukiman Ti pe B; 
5. Dinas Sosial Tipe A; 
6. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A; 

Kawasan dan Rakyat Peru mah an 

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 terdiri atas: 
a. Sekretariat Daerah Tipe A; 
b. Sekretariat DPRD Tipe A; 
c. Inspektorat Tipe A; 
d. Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, 

terdiri dari: 
1. Dinas Pendidikan Tipe A; 
2. Dinas Kesehatan Tipe A; 
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penaatan Ruang Tipe 

B; 
4. Dinas 

Pasal 4 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi 
se bagai beriku t : 

14. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat 
UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas/Badan 
Daerah Kabupaten Bangkalan yang melaksankan 
kegiatan teknis Operasional dan/ atau kegiatan 
teknis penunjang tertentu. 

15. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah, yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran 
pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten 
Bangkalan. 

16. Unit Organisasi Bersifat Khusus, yang selanjutnya 
disingkat UOBK adalah unsur pelaksana untuk 
melaksanakan kegiatan pelayanan di Bidang 
Kesehatan yang memiliki otonom dalam pengelolaan 
keuangan dan barang milik daerah serta bidang 
kepegawaian. 

17. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya 
disingkat Puskesmas adalah pusat kesehatan 
masyarakat di Kabupaten Bangkalan. 

18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya di 
singkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh 
Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 
mernpunyai fleksibilitas dalam pola pengelola 
keuangan sebagai pengecualian dari Ketentuan 
pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya. 
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7. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A; 
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe 

A; 
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe 

B; 
10. Dinas Perhubungan Tipe B; 
11. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B; 
12. Dinas Koperasi U saha Mikro dan Perdagangan 

Tipe A; 
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Tipe C; 
14. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A; 
15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe B; 
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A; 
17. Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan 

Pangan Tipe A; 
18. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A; 
19. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A; dan 
20. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A. 

e. Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, 
terdiri dari: 
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan 

Inovasi Daerah Tipe A; 
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Tipe A; 
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe 

B; 
4. Badan Pendapatan Daerah Tipe B; 
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A; 

dan 
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan 

paling banyak 3 (tiga) bidang. 
f. Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf f, terdiri dari: 
1. Kecamatan Modung Tipe A; 
2. Kecamatan Bangkalan Tipe A; 
3. Kecamatan Burneh Tipe A; 
4. Kecamatan Tragah Tipe A; 
5. Kecamatan Tanah Merah Tipe A; 
6. Kecamatan Galis Tipe A; 
7. Kecamatan Blega Tipe A; 
8. Kecamatan Konang Tipe A; 
9. Kecamatan Labang Tipe A; 
10. Kecamatan Kamal Tipe A; 
11. Kecamatan Socah Tipe A; 
12. Kecamatan Geger Tipe A; 
13. Kecamatan Klampis Tipe A; 
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Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka 
pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan 
melakukan tugasnya sampai dengan ditetapkannya 
pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

Pasal 14 

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi 
sebagai berikut : 

( l) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
terdapat UPT Dinas Daerah di bidang kesehatan 
berupa UOBK Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas 
sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit 
layanan yang bekerja secara profesional. 

(2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) Rumah Sakit 
Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan 
keuangan dan barang milik Daerah serta bidang 
kepegawaian. 

Pasal 8 

(l) Ketentuan mengenai kedudukan, susunan 
orgarusasr, tugas dan fungsi serta tata kerja 
perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 dan unit kerja di bawahnya ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

(2) Pengaturan susunan organisasi perangkat daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) berpedoman 
pada prinsip penyederhanaan birokrasi berdasarkan 
keten tuan peraturan perundang- undangan. 

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 5 

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi 
sebagai berikut: 

14. Kecamatan Arosbaya Tipe A; 
15. Kecamatan Sepulu Tipe A; 
16. Kecamatan Tanjung Bumi Tipe A; 
17. Kecamatan Kokop Tipe A; 
18. Kecamatan Kwanyar Tipe A. 
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Tata Kerja 
Ka bu paten 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan 
Dinas Daerah (Lembaran Daerah 
Bangkalan Tahun 2008 Nomor 2/0); 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 3/0); 

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata 
Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 4/0); 

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 
Tahun 2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangkalan Tahun 2011 Nomor 1/0); 

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 2/0); 

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 16 
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 
2011 Nomor 4/0); 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 
a. Peraturan Oaerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 

Tahun 2008 tetang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, dan Staf Ahli (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 1/0); 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 

Pasal 15 

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi 
sebagai berikut: 
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Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah 
ini dilaksanakan setelah anggaran dan aset sesuai 
dengan susunan Perangkat Daerah berdasarkan 
Peraturan Daerah ini . 

Pasal 16A 

7. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17, disisipkan 1 (satu) 
pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 
Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata 
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor 1/D, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan 
Nomor 05); 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah dan 
Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan 
Tahun 2012 Nomor 2/D, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 06); 

J. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangkalan Tahun 2012 Nomor 3/D, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 07); 
dan 

k. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor 4/D, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan 
Nomor 08); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 106- 
5/2024. 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 
NOMOR 1 SERI D 

Diundangkan di Bangkalan 
Pada tanggal 

Ditetapkan di Bangkalan 

Pada tanggal 2 3 JUL 2024 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangkalan. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal II 
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Pasal I 
Cukup jelas. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah, pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan asas efisiensi, 
efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, 
fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan 
intensitas dan urusan pemerintah dan potensi daeerah. Dasar utama 
pembentukan perangkat daerah adalah urusan pemerintah yang 
diserahkan kepada daerah dengan mempertimbangkan faktor luas wilayah, 
jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah, serta besaran beban 
tugas sesuai dengan urusan pemerintahan. 

Pengelompokan organisasi perangkat daerah terdiri atas Sekretaris 
Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas, Sadan dan Kecamatan. Dinas daerah 
merupakan pelaksanaan fungsi inti yang melaksanakan tugas dan fungsi 
sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur 
dan mengurus sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang 
diserahkan kepada daerah. Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang 
yang melaksanakan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam 
melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang 
kelancaran pelaksanaan fungsi inti. Inspektorat merupakan unsur 
penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kecamatan sebagai perangkat 
daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi 
kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas 
yang bersifat tinggi. 

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang susunan perangkat 
daerah. Mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta 
tata kerja perangkat daerah ditetetapkan dalam Peraturan Bupati. 

I. UMUM 

PENJELASAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN 

NOMOR 5 TAHUN 2024 
TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG 
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN BANGKALAN 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 88 · 

Pasal II 
Cukup jelas. 

Angka l 
Cukup jelas. 

Angka 2 
Cukup jelas. 

Angka 3 
Cukup jelas. 

Angka 4 
Cukup jelas. 

Angka 5 
Cukup jelas. 

Angka 6 
Cukup jelas 

Angka 7 
Cukup jelas. 
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